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SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



Kata Pengantar

Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023
disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. LKj Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan
tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah.
Penyusunan LKj Tahun 2023 masih tetap memprioritaskan kebijakan belanja bidang kesehatan dan
hal-hal lain terkait kesehatan, penyediaan jaring pengaman sosial (social safety net) bagi masyarakat
miskin/kurang mampu serta penanganan dampak ekonomi terutama menjaga dunia usaha tetap

hidup harus terus dilakukan.

Meskipun demikian, sebagai jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam Renstra Satuan

Polisi Pamong Praja Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023.

Tujuan penyusunan laporan kinerja ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat
pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran
strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKj ini dapat
menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif,

efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Pangkalpinang, Januari 2024

KEPALA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

YAMOWA, L. S.H. HAREFA
NIP.19750130 199402 1 003



Ikhtisar Eksekutif

Capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023

dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

1.

Capaian sasaran strategis 1 “Menurunnya gangguan ketertiban umum dan ketentraman

masyarakat.

e  Diukur dengan indikator sebagai berikut :

Persentase penurunan gangguan trantibum, Formulasi Perhitungan :

(n) - (n-1) / (n-1) x 100%* n= jumlah pelanggaran tahun sekarang se Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung.

Capaian indikator (a.) dimaksud didukung oleh kinerja sebanyak 1 (satu) Program, yakni
Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

e Target capaian indikator sasaran tahun 2023 sebesar -4.5% sampai dengan akhir Bulan
Desember 2023 terealisasi 4,57 %. Dengan demikian capaian ini tidak sesuai dengan target.
Prosentase realisasi terhadap target mencapai 101,5 %.

e Tidak tercapainya target ini dikarenakan belum disusunnya dokumen Peta rawan
kententraman dan ketentertiban Umum serta perubahan formulasi perhitungan pada
indikator renstra 2023-2026

e Dibandingkan dengan capaian target tahun 2022 sebesar 163,8% terjadi penurunan sebesar
62,3%. Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Dibandingkan dengan capaian target tahun 2022 sebesar 163,8 % terjadi peningkatan sebesar

62,3%.

Capaian sasaran strategis 2 “Meningkatkan respon cepat penanggulangan kejadian

kebakaran/pertolongan”.

e Diukur dengan indikator sebagai berikut :
Persentase penurunan Dampak dari Kejadian Pemadam, Penyelamatan dan Evakuasi
Kebakaran dan Non Kebakaran, Formulasi Perhitungan : (Jumlah korban luka dan meninggal
akibat kebakaran) + (Jumlah bangunan yang rusak akibat kebakaran) / 2 x 100%
Capaian indikator (a.) dimaksud didukung oleh kinerja sebanyak 1 (satu) Program, yakni
Program Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non
Kebakaran

e Tidak tercapainya target ini dikarenakan belum disusunnya dokumen Peta rawan Kebakaran
dan sarana serta prasarana yang belum sesuai dengan Standar pelayanan minimal serta
perubahan formulasi perhitungan pada indikator renstra 2023-2026

e Target capaian indikator sasaran tahun 2023 sebesar 64 %; sampai dengan bulan Desember
2023 terealisasi 54,5 %. Dengan demikian capaian ini telah melampaui target. Prosentase
realisasi terhadap target mencapai 85,15 %.

e Dibandingkan dengan capaian target tahun 2022 sebesar 191% terjadi penurunan sebesar
105



Capaian sasaran strategis 3 “Meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi (RB) Satpol PP”.

Capaian strategis 3 tidak dilaksanakan lagi karena terjadi perubahan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233)
sehingga penilaian Reformasi Birokrasi tidak dilaksanakan lagi pada Satuan Polisi Pamong Praja
hanya dilaksanakan pada beberapa OPD tertentu saja, sesuai dengan Permenpan yang
dimaksud.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang

perlu menjadi perhatian bagi PD Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung ke depan, sebagai berikut:

1.

Lambatnya Hasil evaluasi Keputusan Menteri Dalam Negeri terkait APBD Perubahan Tahun

Anggaran 2023 sehingga penetapan DPPA diterbitkan pada tanggal 27 Oktober 2023

Keterbatasan cakupan Jumlah personil SatpolPP yang cakap dan pandai untuk mengelola

administrasi keuangan.

Belum optimalnya Budaya kerja pada lingkungan SatpolPP yang BERAKHLAK (Berorientasi

pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif)

Kurangnya solidnya koordinasi dan integrasi antara Satpol PP dengan PPNS pada OPD lain

sehingga masih ada ego sektoral dalam penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur

Sulitnya Koordinasi dengan bidang terkait capaian realisasi fisik dan keuangan sehingga

Pelaporan Program, kegiatan serta sub kegiatan pada SATPOLPP belum didukung dengan data

dan bukti dukung yang valid.

Sarana dan Prasarana Tibum dan Damkar yang belum sesuai dengan standar pelayanan minimal
Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting

dipergunakan sebagai pijakan bagi Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.
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BAB |

Bab | berisi :

Cascading Kinerja  Mandat

Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Struktur  Organisasi  Tugas, (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung- jawaban setiap

Fungsi dan Peta Jabatan Isu-

iy Sieiiests Balumann SOV instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun

Sarana-  Prasarana  dan Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang
Anggaran Tindak Lanjut atas bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum
Rekomendasi LHE SAKIP Tahun . .
2019 penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;

2. Peraturan Menteri PAN dan RB Rl Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Gubernur 54 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepualuan Bangka Belitung Adapun

tujuan penyusunan Laporan Kinerja sebagai berikut:

a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang
telah dan seharusnya dicapai;

b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

1.1 Cascading Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi

Setiap Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran
pembangunan berupa dokumen Rencana strategis (Renstra). Renstra Perangkat Daerah
memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan
tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman dan sesuai dengan Peraturan Gubernur
Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026.

Hubungan antara cascading kinerja, peta proses bisnis dan desain struktur organisasi
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tersaji dalam

gambar berikut:



Gambar 1.1 Cascading Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi
(halaman ini terdapat di lampiran)

“CASCADING”

“PETA PROSES BISNIS”

“STRUKTUR ORGANISASI”




1.2 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan

Dalam upaya mewujudkan kinerja sebagaimana telah dimandatkan dalam RPD Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki tugas dan fungsi yang kemudian

menjadi dasar penempatan personil dalam jabatan sebagaimana gambar berikut:

Gambar 1.2.
Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 69
Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung mempunyaitugas membantu Gubernur melaksanakan
urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta
Perlindungan Masyarakat Adapun Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung fungsi sebagai berikut :

a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang ketentraman,
ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Satpol PP dan subbagian
kebakaran dan penyelamatan) yang menjadi kewenangan provinsi;

b. Penyelenggaraan penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang ketentraman,
ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (Satpol PP dan subbagian
kebakaran dan penyelmatan) yang menjadi kewenangan provinsi;

c. Penyelenggaraan administrasi dinas;

Penyelenggraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dinas; dan

e. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

PETA JABATAN

(pdf Peta Jabatan)




1.3 Isu-lsu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu

menangkap dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat.

Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan

internal. Isu-isu strategis yang melingkupi Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung sebagai bagian dari Perangkat Daerah yang memiliki tujuan

“Meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi.”,, antara lain sebagai berikut:

1.

2.

Masyarakat Provinsi kepulauan Bangka Belitung belum sepenuhnya merasakan tentram,
tertib, teratur dan aman serta terlindungi dalam menjalankan kegiatannya. Terjadinya
gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung, diketahui sepanjang, Tahun 2019 sebanyak 975 orang/pelanggar; Tahun 2020
sejumlah 941, Tahun 2021, sejumlah 1737, Tahun 2022 sejumlah 1485 serta tahun 2023
sejumlah 1404.

Kondisi kenyamanan, ketentraman, ketertiban dan keamanan juga dapat digambarkan
dengan angka jumlah kriminalitas di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Walaupun
trendnya menurun, terjadi tindak kriminal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kasus
tindak kriminal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2019 sebanyak 1.453
kasus, Tahun 2020 sejumlah 1320, Tahun 2021, sejumlah 1127, Tahun 2022 sejumlah
1321 serta tahun 2023 sejumlah 1125 Sama halnya masih terdapat kasus gangguan
ketertiban umum dan ketentraman masyarakat juga mengakibatkan maraknya peredaran
narkoba di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Belum semua Bangka Belitung mendapatkan pelatihan dalam rangka , serta membantu
penanganan bencana dan kebakaran. Data per 31 Desember 2023 jumlah anggota
Satlinmas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 711 orang, namun baru 1896

orang anggota Satlinmas yang telah mendapatkan pelatihan;

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung termasuk daerah yang sering mengalami bencana
kebakaran, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung termasuk daerah yang yang sering
mengalami bencana kebakaran. Sampai dengan tahun 2019 telah terjadi 1.565 kasus
kebakaran, Tahun 2020 terjadi 403 kasus kebakaran,Tahun 2021 terjadi sebanyak 227
kasus pada Tahun 2022 terjadi sebanyak 225 , Tahun 2023 terjadi sejumlah 1955 kali
kasus kebakaran dan hanya 1086 kejadian yang bisa dikategorikan sebagai kebakaran
yang dilayani dalam waktu tanggap 15 menit (respon time), hal tersebut disebabkan
karena sarana dan prasarana yang yang tidan mendukung Standar Pelayanan Minimal

10



sehingga sampai Saat ini Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum memiliki peta khusus
daerah rawan kebakaran. Tidak hanya itu, kecuali anggota Satlinmas, masyarakat/relawan
pemadam kebakaran belum diberikan pemahaman metode pemadam kebakaran melalui

pendidikan dan pelatihan.

1.4 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2023

sebagaimana tabel berikut:

11



Tabel 1.1

Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

1. | Kepala Satuan Polisi Pamong Praja 1 - 1 - - 1 - 1 - - 1 -
2. | Sekretaris 1 - 1 - - 1 1 - - - 1 -
3. Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat 1 - 1 - - 1 1 - - - 1 -
4, Kabid Penegakan Perda dan Perkada 1 - 1 - - 1 1 - - - 1 -
5. | Kabid Perlindungan Masyarakat dan Peningkatan Kapasitas Personil 1 - 1 - - 1 - 1 - - 1 -
6 Kabid Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamata Non 1 ) 1 ) i 1 ) 1 i i i 1
Kebakaran
7. Kasubbag Umum 1 - 1 - - 1 - 1 - - 1 -
8. | Kasubbag Keuangan 1 - 1 - - 1 - 1 - - 1 -
9. | Kasubbag Perencanaan 1 - 1 - - 1 1 - - - - 1
10. | Kasi Penertiban, Operasi dan Pengendalian 1 - 1 - - 1 - 1 - - 1 -
11. | Kasi Deteksi Dini 1 - 1 - - 1 1 - - - 1 -
12. | Kasi Pemeriksaan dan Penyidikan 1 - 1 - - 1 - 1 - - 1 -
13. | Kasi Pengawasan, Penyuluhan, dan Hubungan Antar Lembaga 1 - 1 - - 0 - - - - - -
14. | Kasi Peningkatan Kapasitas Personil 1 - 1 - - 1 - 1 - - 1 -
15. | Kasi Satuan Perlindungan Masyarakat 1 - 1 - - 1 - 1 - - 1 -
16 Kasi Pemetaan Standarisasi, Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan 1 . 1 . ) 1 . 1 . ) 1 )
Pertolongan
17 Kasi Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Serta Kerjasama 1 ) 1 ) i 1 ) 1 i i 1 i
antar Daerah Berbatasan
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1. Polisi Pamong Praja Madya 2 2 - - 2 1 - 2
2. Polisi Pamong Praja Muda 22 22 - - 22 22 - 22
3. | Pranata Humas Muda 1 1 - - 1 1 - -
4, Pejabat Barang Jasa Muda 1 1 - - 0 - - -
5. Polisi Pamong Praja Pertama 25 25 - - 2 2 - 2
6. Analis Kepegawaian Pertama 1 1 - - 0 - - -
7. Pranata Komputer Pertama 2 2 - - 1 1 - 1
8. Analis Kebakaran Pertama 2 2 - - 0 - - B
9. | Polisi Pamong Praja Penyelia 12 - 12 - 0 - - -
10. | Arsiparis Penyelia 1 - 1 - 0 - - -
11. | Polisi Pamong Praja Pelasana Lanjutan 12 - - 12 12 - 12 12
12. | Arsiparis Pelasana Lanjutan 1 - - 1 0 - - -
13. | Polisi Pamong Praja Pelaksana 12 - - 12 10 - 10 9
14. | Polisi Pamong Praja Pelaksana Pemula 115 - - 115 0 - - -
15. | Pemadam Kebakaran Pelaksana Pemula 20 - - 20 0 - - -
e  owmweweww 0 [ [ [ [ [
1. Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana 1 1 - - 0 - - -
2. | Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor 2 - 2 - 0 - - -
3. Pengadministrasi Umum 3 - - 3 1 - 1 1
4. Penata Laporan Keuangan 2 2 - - 0 - - B
5. | Bendahara 1 - 1 - 0 - R R
6. Pengadministrasi Keuangan 2 - - 2 0 - - -




7. Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran 1 - 1 1 - - 1
8. | Pengelola Program dan Kegiatan 1 - 1 - - 1 -
9. Pengadministrasi Perencanaan dan Program 2 2 1 - 1 1 -
10. | Pengendali Teknis Kemanan 1 - 0 - - - -
11. | Pengelola Data Keamanan dan Ketrtiban 1 - 0 - - - -
12. | Pengolah Data Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan 2 - 1 - - 1 -
13. | Komandan Petugas Keamanan 4 4 0 - - - -
14. | Analis Keamanan 2 - 0 - - - -
15. | Analis Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat 1 - 0 - - - -
16. | Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana 1 - 1 1 - 1 -
17. | Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor 1 - 1 - - 1 -
18. | Pengadministrasi Umum 1 - 0 - - - -
19. | Penata Laporan Keuangan 2 - 0 - - - -
20. | Bendahara 2 - 1 1 - - 1
21. | Pengadministrasi Keuangan 2 1 2 - 2 2 -
22. | Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran 2 - 0 - - - -
e w177 ]
1. Teknis Bantuan Polisi Pamong Praja 132 132 113 24 86 95 18
2. | Teknis Lainnya Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 20 20 19 3 15 14 5
3. Pengemudi 9 9 8 1 6 8 -
4. Pramu Kebersihan 3 3 3 - 3 2 1




Berdasarkan data pada tabel 1.1, tingkat pendidikan SDM Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan perempuan, didominasi oleh

jenjang pendidikan S1 sebanyak 87 orang (40,09%), disusul oleh jenjang pendidikan S2 sebanyak 1

orang (0,45%), D3 sebanyak 23 orang (10,59%), SLTA sebanyak 32 orang (14,74%), SLTP sebanyak O

orang (0%), dan SD sebanyak 0 orang (0%). Komposisi pegawai laki-lak lebih banyak dibanding

pegawai perempuan, bahkan untuk jabatan struktural pun lebih banyak dijabat laki-laki. Hal ini

menunjukkan bahwa untuk menangani urusan ketentraman
perlindungan masyarakat lebih banyak dilakukan oleh laki-laki

Tabel 1.2
Sarana-Prasarana

dan ketertiban umum serta

NO. KLASIFIKASI JUMLAH BARANG NILAI ASET*
1 | Tanah
Tanah 1
2 Peralatan dan mesin
alat besar 3
alat angkutan 33
alat bengkel dan alat ukur 3
alat pertanian
alat kantor dan rumah tangga 698
alat studio, komunikasi dan pemancar 63
alat kedokteran dan kesehatan
alat laboratorium 2
alat persenjataan 356
Komputer 93
alat eksplorasi
alat pengeboran
alat produksi, pengolahan dan pemurnian
alat bantu eksplorasi
alat keselamatan kerja 19
alat peraga
peralatan proses/produksi
rambu —rambu
peralatan olah raga
3 | Gedung dan bangunan
bangunan gedung 5

monumen

bangunan menara

tugu titik kontrol/pasti

4 Jalan, irigasi dan jaringan

jalan dan jembatan

bangunan air

instalasi
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NO. KLASIFIKASI JUMLAH BARANG NILAI ASET*

jaringan

5 | Aset tetap lainnya

bahan perpustakaan

barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahra

hewan

biota perairan

tanaman

barang koleksi non budaya

aset tetap dalam renovasi

6 | Kostruksi dalam pengerjaan

konstruksi dalam pengerjaan 1
7 | dll.

Total

Kendaraan operasional Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri
dari yakni 1 unit kendaraan dinas jabatan, 1 unit kendaraan operasional, 9 unit kendaraan roda dua.
Kebutuhan ruangan kantor umum relatif sudah tersedia meliputi ruang rapat, ruang pengelola
keuangan, ruang arsip, ruang mushola, ruang baca, ruang gudang, ruang tunggu, ruang laktasi, dan
toilet*). Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filling cabinet, pendingin ruangan,
alat pemadam kebakaran dan lain-lain*) sudah tersedia dalam kondisi baik. Rasio personal
komputer/laptop dibanding jumlah pegawai mendekati .... : ..... Dengan demikian ketersediaan
sarana dan prasarana belum memadai. Hanya saja sebanyak ........ % dari komputer/laptop yang ada
diproduksi Tahun 2000an awal yang spesifikasinya sudah jauh tertinggal dengan kondisi saat ini

sehingga tidak mendukung*) tuntutan pekerjaan yang 85 % berbasis IT.

Tabel I.3
Perbandingan Anggaran Tahun 2022 dan 2023

Belanja
LEL U Belanja Operasi Belanja Modal ! Belanja Transfer
LELQECTE]
2022 21.989.057.158 944.198.538 - - | 22.933.255.696
2023 23.362.119.124 1.384.345.740 24.746.464.864

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung. Terlihat pada tabel I.3, untuk tahun 2023 dibanding tahun 2022 terdapat
kenaikan Total anggaran belanja sebesar Rp 24.746.464.864 Hal ini menunjukkan tidak ada kendala
anggaran untuk membiayai program/kegiatan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung.
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No

Tabel 1.4

Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023

Saran/Rekomendasi

Surat Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Nomor :
Evaluasi

700/156/1TDA/2023 perihal Laporan Hasil

atas Implementasi SAKIP Satuan Polisi

Pamong Praja Tahun 2022:

Rekomendasi:

1.

untuk meningkatkan pemantauan rencana aksi

dalam rangka mengefektifkan pengendalian
kinerja
Perlu adanya peningkatan dan alternative

perbaikan yang dapat dilaksanakan dalam setiap
kegiatan pemantauan yang dilakukan

hasil evaluasi rencana aksi seharusnya
menunjukkan perbaikan pada setiap periode
Hasil evaluasi program pemantauan sepenuhnya
ditindaklanjuti

program di masa yang akan datanng

untuk perbaikan pelaksanaan

aksi  hendaknya

bentuk

hasil  evaluasi
ditindaklanjuti

langkah - langkah nyata

rencana

sepenuhnya dalam

Satuan Polisi

Tindak lanjut

Pamong Praja Pemerintah Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung melakukan berbagai upaya

untuk  meningkatkan

pencapaian terget kinerja

(output dan outcome) Tahun 2023 dengan langkah-

langkah:

1.

melakukan  pemantauan terhadap capaian

program dan target kinerja pada bidang — bidang
dengan

mengevaluasi aksi

memperhatikan indikator capaian pada setiap

rencana

bidang

menindaklanjuti hasil evaluasi rencana aksi pada
setiap periode

menyusun langkah - langkah yang tepat dalam
menyusun rencana aksi dalam melaksanakan
program untuk perbaikan dimasa yang akan
datang

memantau rencana aksi yang dilaksanakan dalam

rangka mengendalikan kinerja
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2.1.

Bab 2 Berisi :

Tujuan, Sasaran dan
Indikator  Kinerja OPD
Strategi dan Arah Kebijakan
Struktur ~ Program  dan
Kegiatan Tahun 2023
Perjanjian  Kinerja Tahun
2023 Instrumen Pendukung

Capaian Kinerja PD

BAB 2

Perencanaan
dan Perjanjian Kinerja

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung yang merupakan penjabaran operasional RPD Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 telah mengakomodasi
dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2023 - 2026.
Renstra ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka
Belitung Nomor 19 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat
Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung Tahun 2023-2026.

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD

Sesuai cascade kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah meningkatnya Meningkatkan aspek

kebebasan dalam demoKrasi Terkait hal tersebut tujuan jangka menengah Satuan Polisi

Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama lima tahun adalah :

1. Meningkatkan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat

2. Meningkatnya tata kelola internal Perangkat Daerah (Satpol PP)

Adapun sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Pemerintah Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung dalam waktu lima tahun sebagai berikut:
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Tabel 1I.1

Sasaran Strategis Satuan Polisi Pamong Praja 2023-2026

(tabel ini dapat di buat landscape)

SASARAN  INDIKATOR .~ Baseline TARGET TAHUNAN TZLi?:
STRATEGIS KINERJA 2022 2023 2024 2025 2026 RS
2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. | Menurunnya | Persentase Persentase | -4,50 -4,50 -5,00 -5,50 -6,00 -6,00
gangguan penurunan
ketertiban
Umum gangguan
trantibum
2. | Meningkatkan| persentase Persentase | 5.10 5.10 5.00 4.90 4.80 4.80
respon cepat | penurunan
penar?gg_ulang Dampak dari
an kejadian Kejadian
kebakaran/ d
ertolongan Pemadam,
P Penyelamatan
dan Evakuasi
Kebakaran dan
Non Kebakaran
3. | Meningkatkan| Nilai reformasi Nilai Tidak dilaksanakan lagi karena terjadi perubahan

nilai
Reformasi
Birokrasi (RB)
SATPOLPP

Birokrasi

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara
Republik  Indonesia Tahun 2020 Nomor 441),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map
Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 233) sehingga penilaian
Reformasi Birokrasi tidak dilaksanakan lagi pada Satuan
Polisi Pamong Praja hanya dilaksanakan pada beberapa
OPD tertentu saja, sesuai dengan Permenpan yang
dimaksud.

2.2. Strategi dan Arah Kebijakan

NO.

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan

dalam tabel sebagai berikut:

Menurunnya gangguan
ketertiban Umum

SASARAN

Tabel 11.2

Strategi dan Arah Kebijakan

STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
- Penindakan gangguan |- Penanganan  gangguan  ketentraman  dan
trantibum ketertiban umum masyarakat
- Pelatihan dan pengukuhan |- Pemberdayaan anggota perlindungan masyarakat
anggota Satlinmas se Provinsi | melalui peningkatan kapasitas dalam rangka
Kep. Babel membantu penyelenggaraan ketertiban umum
- Peningkatan kompetensi | dan ketentraman masyarakat
personil satpol pp dibuktikan |- Peningkatan kapasitas SDM Satpol PP
dengan  sertifikasi  sesuai |- penegakan perda dan perkada Provinsi Kep.
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kejadian

cepat penanggulangan

kebakaran/pertolongan

menit kejadian
kebakaran/pertolongan

kebakaran

(\[o} SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
dengan jabatannya Bangka Belitung
- Peningkatan penengakan
perda/perkada yang
mengandung sanksi
2. | Meningkatkan respon Peningkatan respontime 15 Penyelenggaraan pemetaan daerah rawan bencana

3. | Meningkatkan nilai Peningkatan akuntabilitas - Peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah
Reformasi Birokrasi (RB) | perencanaan dan pengelolaan |_ Peningkatan kualitas pelayanan perangkat daerah
SATPOLPP keuangan serta kinerja

pemerintahan perangkat daerah
2.3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2023

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023 maupun program

dan kegiatan sebagaimana tabel berikut:

Tabel I11.3

Struktur Program dan Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2023

(sesuai dokumen PK)

nilai Reformasi

Pemerintahan Daerah Provinsi

Sasaran BT K CE aTa Sebelum Sesudah Bertambah
Perubahan (Rp) | Perubahan (Rp) /Berkurang (RP)
1. Menurunnya 1.1. Program Peningkatan 8.882.975.064 8.262.305.364 (-) 620.669.700
gangguan Ketentraman dan Ketertiban
ketertiban Umum
Umum 1.1.1. Kegiatan Penanganan Gangguan 8.170.374.640 7.913.305.364 (-) 257.069.276
Ketenteraman dan Ketertiban
Umum Lintas Daerah
Kabupaten/Kota dalam 1 (satu)
Daerah Provinsi
1.1.2. Kegiatan Penegakan Peraturan 84.000.000 109.000.000 (+) 25.000.000
Daerah Provinsi dan Peraturan
Gubernur
1.1.3. Kegiatan Pembinaan Penyidik 95.000.000 240.000.000 (+)145.000.000
Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
Provinsi
. Meningkatkan [1.2.  Program Pencegahan 1.305.992.204 1.505.624.916 (+)199.632.712
respon cepat Penanggulangan, Penyelamatan
penanggulanga kebakaran dan penyelamatan
n kejadian non kebakaran
kebakaran/per |1.2.1. Penyelenggaraan Pemetaan 1.255.992.616 1.430.624.916 (+) 174.632.300
tolongan Rawan Bencana Kebakaran
1.2.3. Kegiatan Pembinaan dan 49.999.588 74.999.588 (+)25.000.000
Pengawasan Pencegahan,
PEnanggulangan Penyelamatan
kebakaran dan Penyelamatan non
kebakaran
. Meningkatkan 1.3. Program Penujang Urusan | 14.840.330.996 | 14.978.534.996 (-) 137.544.000
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Sasaran Program/Kegiatan Sebelum Sesudah Bertambah
J g Perubahan (Rp) | Perubahan (Rp) /Berkurang (RP)
Birokrasi (RB) [1.3.1. Perencanaan, Penganggaran, dan 182.189.400 277.194.100 (+)95.004.700
SATPOLPP Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.3.2. Administrasi Keuangan Perangkat | 11.445.347.168 | 11.607.973.068 (+) 162.625.900
Daerah
1.3.3. Administrasi Barang Milik Daerah 3.500.000 0 0
pada Perangkat daerah
1.3.4. Administrasi Kepegawaian 646.936.840 680.436.840 (+)33.500.000
Perangkat Daerah
1.3.5. Administrasi Umum Perangkat 239.745.400 359.629.600 (+) 119.884.200
Daerah
1.3.6. Pengadaan Barang Milik Daerah 1.183.544.000 740.071.200 (-)443.472.800
Penunjang Urusan Pemerintah
Daera
1.3.7. Penyediaan  Jasa Penunjang 636.099.388 656.005.388 (+)19.906.000
Urusan Pemerintahan Daerah
1.3.8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah 502.968.800 657.224.800 (+) 154.256.000
Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah

Total Anggaran yang Berkaitan Langsungdengan Pencapaian

25.029.298.264 | 24.746.464.864 (-) 282.833.400
Sasaran

2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari
pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk
melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerjanya. Adapun
Perjanjian Kinerja Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
tahun 2023 yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bapak Pj. Gubernur Kepulauan
Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

Tabel 1.4
Perjanjian Kinerja Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023

Target

Sasaran Strategis = Indikator Kinerja Satuan Triwulan
Tahunan
1. | Menurunnya Persentase % -4,50 Triwulan | -1%

gangguan ketertiban| penurunan Triwulan 1l -1%
umum dan pelanggaran Triwulan 11 -1%
ketentraman ketertiban Triwulan IV -1,5%
masyarakat umum dan

ketentraman

masyarakat
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Target

No. Sasaran Strategis = Indikator Kinerja CELOET) Triwulan
Tahunan

2. Meningkatkan Persentase % 5.10 Triwulan | 1%
respon cepat respon time 15 Triwulan Il 1%
penanggulangan menit  kejadian Triwulan [l 1%
kejadian kebakaran/| kebakaran/ Triwulan IV 2,10
pertolongan pertolongan

3. Meningkatkan nilai Nilai  reformasi Nilai 0
Reformasi Birokrasi | birokrasi unit
(RB) Satpol PP Satpol PP

Pada tahun 2023, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
tahun 2023 melaksanakan reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Reviu dilakukan karena
adanya refocusing kegiatan dan realokasi anggaran serta telah ditetapkannya Dokumen
Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2023, sehingga perlu melakukan penyesuaian pada
kolom Target Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023

adalah sebagai berikut :

Tabel II.5
Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No. Sasaran Strategis = Indikator Kinerja Satuan Target Triwulan
Tahunan
1. | Menurunnya Persentase % -4,50 Triwulan | -1%
gangguan ketertiban| penurunan Triwulan Il -1%
umum dan gangguan Triwulan 1l -1%
ketentraman trantibum Triwulan IV -1,5%
masyarakat
2. Meningkatkan persentase % 5.10 Triwulan | 1%
respon cepat penurunan Triwulan Il 1%
penanggulangan Dampak dari Triwulan 1l 1%
kejadian kebakaran/ - Triwulan IV 2,10
Kejadian
pertolongan
Pemadam,

Penyelamatan
dan Evakuasi
Kebakaran dan
Non Kebakaran

3. Meningkatkan nilai Nilai  reformasi nilai 0
Reformasi Birokrasi | birokrasi unit
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Keterangan Tambahan:

1. Indikator Kinerja dan target kinerja tidak berubah, tetapi anggaran berkurang
24.746.464.864 % sehubungan adanya refocusing kegiatan dan realokasi anggaran untuk
pembiayaan .....

2. Data capaian kinerja tersedia pada Triwulan IV.
3. Mengelola anggaran Belanja Tidak Terduga, yaitu:

3.1. BTT dalam rangka ......ccccceeeeee... 2 { o

4. Mengelola anggaran dekonsentrasi, yaitu:

4.1. Program
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BAB 3

Akuntabilitas Kinerja

Bab 3 Berisi :

Capaian Kinerja Tahun 2023 ~ CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023
dan Realisasi Angggaran Satuan Polisi Pamong Praja  Provinsi Kepulauan Bangka
LRI e Belitung telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang
diperjanjikan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Bapak Gubernur
Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023. Pengukuran mengacu
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel

berikut:

Tabel lII.1.
Skala Nilai Peringkat Kinerja

Interval Nilai Realisasi

KRITERIA Kode
Kinerja Kinerja

91<100 Sangat Baik
76 <90 Tinggi
66 <75 Sedang Kuning Tua

51<65 Rendah Kuning Muda
<50 Sangat Rendah

< Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Kriteria Penilaian Realisasi

AN RSl Bl B
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Tabel 11l.2
Capaian Kinerja Tahun 2023
(tabel ini dapat di buat landscape)

Target akhir

Baseline Tahun 2023

Sasaran Capaian
strategis Indikator/meta indikator Satuan 2022 2222 Target Realisasi ‘ Persetase Kriteria/ kode Renstra
2 3 4 5 6 7 10 11
Menurunnya Indikator: Persentase penurunan gangguan % 41,43 41,43 -4,50 4,57 101 -6,00
gangguan trantibum
ketertiban Formula Perhitungan:
umum dan (n)-(n-1)/ (n-1) x 100% * n=
ketentraman jumlah pelanggaran tahun sekarang se Provinsi
masyarakat Kep. Babel
Meningkatkan Indikator: persentase penurunan Dampak dari % 52,11 52,11 5,10 54,5 1068 4.80

respon cepat
penanggulanga
n kejadian
kebakaran/
pertolongan

Kejadian Pemadam, Penyelamatan dan Evakuasi
Kebakaran dan Non Kebakaran

Formula Perhitungan:

akibat
kebakaran) + (Jumlah bangunan yang rusak akibat
kebakaran) / 2 x 100%

(Jumlah korban Iluka dan meninggal

Meningkatkan
nilai Reformasi
Birokrasi (RB)
Satpol PP

Indikator:
Nilai reformasi birokrasi unit Satpol PP

Formula Perhitungan:

Nilai pelaksanaan penilaian mandiri reformasi
PP oleh
Kepulauan Bangka Belitung

birokrasi Satpol Inspektorat Provinsi

Tidak dilaksanakan lagi karena terjadi perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi
Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233) sehingga penilaian Reformasi
Birokrasi tidak dilaksanakan lagi pada Satuan Polisi Pamong Praja hanya dilaksanakan pada beberapa OPD tertentu
saja, sesuai dengan Permenpan yang dimaksud.
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Adapun analisis capaian kinerja sasaran stategis diuraikan sebagai berikut:

3.1.1. Sasaran : Menurunnya gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

Kinerja sasaran Menurunnya gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
diukur dengan indikator Persentase penurunan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan formulasi perhitungan indikator adalah

sebagai berikut:

Tabel II1.3.
Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

Sasaran Indikator Formulasi Perhitungan
2 3 4
1. | Menurunnya gangguan | Persentase penurunan (n)-(n-1)/ (n-1) x 100%
ketertiban umum dan | pelanggaran ketertiban * n=jumlah pelanggaran tahun

ketentraman masyarakat umum dan ketentraman sekarang se Provinsi Kep. Babel
masyarakat

Kinerja sasaran Menurunnya gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
diukur dengan menggunakan formulasi perhitungan (n) - (n-1 ) / (n-1) x 100% * n= jumlah
pelanggaran tahun sekarang se Provinsi Kep. Babel. Kinerja sasaran ini adalah 4,57 % atau sebesar
101 % dari target -4,50 %. Sumber data diolah dari hasil perhitungan atas kinerja masing-masing
program pendukung sasaran Perangkat Daerah

Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun 2023 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 111.4.

Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023
(tabel ini dapat di buat landscape)

. Capaian s/d
Target Akhir
2023 2023 terhadap
isasi Renstra (2026
Indikator Sasaran Real|sa5|_2022/ AR | ) target 2026 (%)
baseline o
Target  Realisasi %
Capaian
4 5
1. | Persentase 41,43 -4,50 4,57 101 -6.00 -76,16
penurunan

pelanggaran
ketertiban umum
dan ketentraman
masyarakat
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Analisis Ketercapaian Sasaran menurunnya gangguan ketertiban umum dan ketentraman

masyarakat adalah sebagai berikut:

a. Tercapai 4,57 % , dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 101 %

(terlampaui).

b. Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 41,43 (kolom 3), terhadap target tahun lalu

sebesar 25,30 (data Lkj Tahun lalu) terdapat penurunan (4,57%-41,43) = - 26,86.

Dibandingkan dengan target akhir RENSTRA, diproyeksikan sasaran akan berhasil tercapai.

Keberhasilan capaian Indikator Persentase peningkatan capaian tersebut didukung dari

program-program sebagai berikut :

1. Program Peningkatan ketentraman dan ketertiban

serta

perlindungan

masyarakat dengan sasaran Program yaitu Menurunnya gangguan ketertiban umum dan

ketentraman masyarakat dengan Indikator Persentase penurunan pelanggaran ketertiban umum

dan ketentraman masyarakat formula perhitungan indikator iniadalah (n) - (n-1)/ (n-1) x 100% *

n= jumlah pelanggaran tahun sekarang se-Provinsi Kep. Babel. Pada tahun 2023 diselenggarakan

1404 Dokumen kasus.

Capaian kinerja untuk indikator ini adalah (1404)-(1404-1)/1404-1)*100% (contoh perhitungan

persentase capaian program) dari target -4,50 % atau sebesar 100%.

Capaian ini didukung oleh Data Sektoral SatpolPP Provinsi dan 7 Kabupaten/Kota, data angka

kriminalitas dari POLDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kemudian dihitung rerata valliditas

setiap parameter tersebut dalam persen.

Tabel IlI.5.
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

No. Indikator dan Formula Perhitungan

1. Persentase penurunan pelanggaran ketertiban
umum dan ketentraman masyarakat

(n)-(n-1)/ (n-1) x 100%, * n=jumlah pelanggaran
tahun sekarang se Provinsi Kep. Babel =
adalah ((1404)-(1404-1)/1404-1)*100%

Target

-4,50%

Realisasi

4,57%

Capaian

101 %
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3.1.2 Sasaran : Meningkatkan respon cepat penanggulangan kejadian kebakaran/pertolongan
Kinerja sasaran Meningkatkan respon cepat penanggulangan kejadian

kebakaran/pertolongan diukur dengan indikator Persentase respon time 15 menit kejadian
kebakaran/pertolongan. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan formulasi perhitungan indikator

adalah sebagai berikut:

Tabel 111.2.2.1
Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

Sasaran Indikator Formulasi Perhitungan
2 3 4
1 | Meningkatkan respon cepat | Persentase respon time | (Jumlah korban luka dan meninggal akibat
penanggulangan kejadian 15 menit kejadian | kebakaran) + (Jumlah bangunan yang rusak
kebakaran/pertolongan kebakaran/pertolongan akibat kebakaran) / 2 x 100%

Kinerja sasaran Meningkatkan respon cepat penanggulangan kejadian
kebakaran/pertolongan diukur dengan sasaran program Meningkatkan respon cepat
penanggulangan kejadian kebakaran/pertolongan menggunakan formulasi (Jumlah korban luka
dan meninggal akibat kebakaran) + (Jumlah bangunan yang rusak akibat kebakaran) / 2 x

100%

capaian kinerja sasaran ini adalah 55,66% atau sebesar -11,45% dari target 64 %.
Sumber data diolah dari hasil perhitungan atas kinerja masing-masing program pendukung
sasaran Perangkat Daerah

Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun 2023 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 111.2.2.2.

Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023
(tabel ini dapat di buat landscape)

e 2023 Target Akhir Capaian s/d2023
Realisasi

IndikatorSasaran . % Renstra terhadap
2022 Target Realisasi

Capaian (2026) target 2026(%)
8

1. | Persentase respon time 67,11% 510% | 54,5% 1068 % 4,80% 1135%
15 menit  kejadian
kebakaran/pertolongan
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Analisis Ketercapaian Sasaran Menurunnya gangguan ketertiban umum dan ketentraman

masyarakat adalah sebagai berikut:

a. Tercapai 54,5 % dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 5,10 % ( tidak
terlampaui)

b. Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 67,11 % (kolom 3), terhadap target tahun lalu sebesar
35 % (data Lkj Tahun lalu) terdapat penurunan sebesar -12,61 %

c¢. Dibandingkan dengan target akhir RENSTRA, diproyeksikan sasaran akan berhasil tercapai.

Keberhasilan capaian Indikator Persentase peningkatan capaian tersebut didukung dari program-

program sebagai berikut :

1. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan
Penyelamatan Non Kebakaran yaitu meningkatnya Persentase respon time 15 menit
kejadian kebakaran/pertolongan dengan sasaran program Meningkatkan respon cepat
penanggulangan kejadian kebakaran/pertolongan mempunyai Indikator Persentase respon
time 15 menit kejadian kebakaran/pertolongan, formula perhitungan indikator ini adalah
(Jumlah korban luka dan meninggal akibat kebakaran) + (Jumlah bangunan yang rusak akibat
kebakaran) / 2 x 100%.

2. Capaian indikator kinerja adalah ((4+2 + (30)/2 X100%)=54,5.

(contoh perhitungan persentase capaian program) dari target sebesar 64%. Capaian kinerja
pada Tahun 2023 ini lebih rendah dibandingkan pada Tahun 2022 yang sebesar 61,60 %
(capaian tahun lalu). Target Tahun 2023 tidak tercapai disebabkan oleh beberapa alasan
seperti Sarana dan Prasana yang tidak memenuhi SPM, kurangnya Diklat pada Pegawai
Pemdam Kebakaran. Targetdiproyeksikan akan tercapai melalui pelaksanaan kegiatan di Tahun

2024.

Tabel llI.5.
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Indikator dan Formula Perhitungan Realisasi Capaian

2 4 5
1. | (Jumlah korban luka dan meninggal akibat 64% 54,5% 85,15 %
kebakaran) + (Jumlah bangunan yang rusak
akibat kebakaran) / 2 x 100%
((4+2 + (30)/2 X100%)=54,5.
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3.13

Sasaran Meningkatnya nilai Reformasi Birokrasi (RB) Satpol PP

Kinerja sasaran Kinerja sasaran Meningkatnya nilai Reformasi Birokrasi (RB) Satpol PP
diukur dengan indikator Nilai reformasi birokrasi unit Satpol PP. Penjelasan hubungan
sasaran, indikator dan formulasi perhitungan indikator tidak dilaksanakan lagi karena terjadi
perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233) sehingga penilaian Reformasi Birokrasi
tidak dilaksanakan lagi pada Satuan Polisi Pamong Praja hanya dilaksanakan pada beberapa

OPD tertentu saja, sesuai dengan Permenpan yang dimaksud.
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Gambar Ill.1
DOKUMENTASI PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2023

Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan

Keterangan

Kegiatan Perencanaan,

Penganggaran dan
evaluasi kinerja

Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi
Keuangan Daerah
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Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan
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Keterangan

Kegiatan Admnistrasi
Kepegawaian
Perangkat Daerah
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DOKUMENTASI BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR - ALAT LISTRK
KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGRAT DAERAH DENGAN SUB KEGIATAN
PENYEDIAAN KOMPONEN LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR

Kegiatan Administrasi

umum

33



© 10501107 06 5202 05,01 0005

Kegiatan Pengadaan
Barang Milik Daerah
prnunjang urusan
pemerintah daerah
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DOKUMENTASI
PERALATAN DAN MESIN LAINNYA
(PEMELIHARAAN ALAT KANTOR - AC)

» Ruang Badane Linomas dan Reounziasss. Rencod

Kegiatan
Pemeliharaan Barang
milik daerah
penunjang urusan
Pemerintahan
daerah
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Kegiatan Penanganan
Gangguan ketetraman
dan ketertiban umum
lintas daerah
kabupaten/kota dalam
1 (satu) daerah
provinsi

Kegiatan Penegakkan
Peraturan Daerah
Provinsi dan Peraturan
Gubernur
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Kegiatan Pembinaan
Penyidik Pegawai

10. Negeri Slpil (PPNS)
Provinsi
Kegiatan

Penyelenggaraan

11. Pemetaan Rawan

Bencana Kebakaran
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Kegiatan Pembinaan
dan Pengawasan
Pencegahan,
Penanggulangan,

12. Penyelamatan
Kebakaran dan
penyelamatan non

kebakaran

Faktor Pendukung keberhasilan

a.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan
Standar Pelayanan Minimal

Koordinasi dan monitoring dari Kementerian dalam Negeri terhadap pelaksanaan dan capaian
Standar Pelayanan Minimal

Dukungan anggaran yang cukup baik terhadap Standar Pelayanan Minimal melalui APBD Tahun
Anggaran 2022

Faktor Penghambat keberhasilan

a.

Lambatnya Hasil evaluasi Keputusan Menteri Dalam Negeri terkait APBD Perubahan Tahun
anggaran 2023 sehingga penetapan DPPA diterbitkan pada tanggal 27 Oktober 2023

Lambatnya penerbitan DPPA APBD Perubahan 2023 menyebabkan lambatnya proses
pelaksanaan kegiatan

Sarana dan prasarana yang belum mencukupi kebutuhan standar pelayanan minimal sehingga

pelayanan ke masyarakat kurang optimal.
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3.2

Efisiensi Anggaran

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada

tabel berikut:

Sasaran

Tabel 111.6.

Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2023

Kinerja
Indikator %

Realisasi .
Realisasi

6

Target (Rp)

7

Anggaran

Realisasi (Rp)

| 8

%
Realisasi

9

Efisiensi (Rp)

10

Menurunnya gangguan [Persentase penurunan gangguan 4,5 4,57 101,5% 8.262.305.364 7.847.633.870 90,51 414.671.494
ketertiban ~ umum  dan |trantibum
ketentraman masyarakat (1404)-(1404-
1)/1404-1)*100%

Menurunnya Dampak dari |Persentase respon time 15 menit 5,10 54,5 1068% 1.505.624.504 1.401.300.494 93,07 104.324.010,
Kejadian Pemadam, [kejadian kebakaran/pertolongan
Penyelamatan dan Evakuasi
Kebakaran dan Non (4+2 + (30)/2
Kebakaran X100%
Meningkatkan nilai | Tidak dilaksanakan lagi karena terjadi perubahan Peraturan Menteri 14.978.534.966 | 13.117.904.958 87,57 1.860.630.038
Reformasi Birokrasi (RB) | Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020
Satpol PP tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 441), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun

2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi

Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233)

sehingga penilaian Reformasi Birokrasi tidak dilaksanakan lagi pada Satuan Polisi

Pamong Praja hanya dilaksanakan pada beberapa OPD tertentu saja, sesuai

dengan Permenpan yang dimaksud.

Total Belanja 24.746.464.864 | 22.816.340.643 93% 1.930.124.221

Sumber: http:SIPD, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bengka Belitung Th 2023, Laporan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bengka Belitung 2023
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berdasarkan tabel 111.6 di atas capaian kinerja sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung melampaui target kinerja tahun 2023 dengan target anggaran belanja

program/kegiatan yang terkait langsung pada pencapaian sasaran sebesar Rp 24.746.464.864

terealisasi 22.816.340.643 atau 93% sehingga dapat dikatakan terdapat efisiensi Rp 1.930.124.221

yang bersumber dari:

33

3.4

- Sisa pengadaan barang dan jasa

- Efisiensi belanja perjalanan dinas

- Efisiensi honor narasumber

- Efisiensi sewa tempat

- Efisiensi biaya makanan dan minuman

- Efisiensi belanja modal

Inovasi
Tantangan global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparatur untuk bergerak
dinamis dan kreatif. Permasalahan dan Keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai
pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara
langsung maupun tidak langsung. Maka inovasi yang telah dikembangkan dalam pencapaian
sasaran kinerja antara lain:
a. WAG Kinerja, untuk memudahkan koordinasi mengenai pengembangan/ permasalahan
aplikasi kinerja.

b. Aplikasi URC (unit Reaksi Cepat) untuk Pelaporan tim Pelayanan terpadu reaksi cepat

Penghargaan

Sepanjang Tahun 2023 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

telah berhasil mendapat penghargaan sebagi berikut :

1. Melaksanakan Pengamanan aset, Pengawalan dan Patroli sesuai dengan pelaksanaan tugas
dan fungsinya

2. Melaksanakan Penegakkan Perda dan Perkada secara Optimal

3. Melaksanakan fungsi Pemadam kebakaran respotime 15 menit
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BAB 4

Penutup
Bab 4 Berisi :
Kesimpulan Hasil laporan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi
Rekomendasi
Peningkatan kinerja Kepulauan Bangka Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun

2023 dapat disimpulkan sebagai berikut:

Permasalahan yang dihadapi saat ini dalam rangka mencapai indikator kinerja utama adalah sebagai

berikut:

1.

Lambatnya Hasil evaluasi Keputusan Menteri Dalam Negeri terkait APBD Perubahan Tahun
anggaran 2023 sehingga penetapan DPPA diterbitkan pada tanggal 27 Oktober 2023
Lambatnya penerbitan DPPA APBD Perubahan 2023 menyebabkan lambatnya proses
pelaksanaan kegiatan

Pada tahun 2023, mbil cukup dalam kondisi baik hanya anggaran tetap harus disediakan
dengan jumlah mobil operasional pada dinas, kemudian ada salah satu mobil Dan Motor biaya
perbaikannya melebih Pergub dari standar harga satuan pemeliharaan kendaraan Dinas
sehingga tidak bisa diperbaiki karena sesuai dengan Permenkeu 83/PMK. 02/2022 tentang
tentang Standa Biaya Masuukan Tahun 2023 bahwa hanya sebesar Rp38.250.000 untuk
kednaraan roda empat dan Rp.3.610.000 untuk Roda dua

Keterbatasan jumlah personil dalam rangka pelaksanaan tugas penyelenggaraan ketertiban
umum dan ketentraman masyarakat, apalagi beberapa tugas yang dilaksanakan dalam waktu
bersamaan, seperti patroli, pengamanan, pengamanan demo, penertiban, pengawalan dan
lain-lain;

Kurangnya Pemahaman serta koordinasi antar PPNS Pada OPD lain dengan PPNS SatpolPP
terhadap Perda apa saja yang ditegakkan sehingga menyebabkan seperti tidak ada koordinasi

yang aktif.

Faktor kunci keberhasilan capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung Tahun 2023 adalah:

1.

Komitmen yang kuat seluruh pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung untuk mewujudkan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung.

Koordinasi internal yang berjalan dengan baik. Koordinasi internal Satuan Polisi Pamong Praja

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilakukan secara berkala dan dikemas dalam rapat internal
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sehingga membudayakan budaya kerja yang baik
Koordinasi yang baik antar SatpolPP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pemangku
kepentingan baik pusat (ditjen Bangda, Ditjen Administrasi kewilayahan, KEMENPAN &RB

sehingga program kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik.

Adapun langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1.

2.

Meningkatkan sikap disiplin dan budaya kerja dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja

Mengajukan usulan sarana dan Prasarana terkait mobil damkar agar pelaksanaan pelayanan

SPM optimal

Melakukan koordinasi yang aktif dengan vertikal (Kejaksaan, TNI, POLRI dalam rangka urusan

ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
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LAMPIRAN



Lampiran 1. Scan Perencanaan Strategis (matriks Renstra lima tahun)

Tujuan

(2)

1 Meningkatkan
Ketertiban Umum,
Ketentraman dan
Perlindungan
Masyarakat.

Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tahun 2023-2026

Target Capaian Tahun

Sasaran Indikator
2024 2025 2026

€)) (4) (6) (7) (8)
Menurunnya Persentase  penurunan -4,50 -5,00 -5,50 -6,00
gangguan ketertiban | gangguan trantibum
umum dan
ketertiban
masyarakat
Menurunnya Persentase respon time 5,10 |5,00 4,90 4,80
Dampak dari 15 menit kejadian
Kejadian Pemadam, kebakaran/pertolongan
Penyelamatan dan
Evakuasi Kebakaran

dan Non Kebakaran

2. | Meningkatnya tata
kelola internal
Perangkat Daerah
(Satpol PP)

Meningkatya nilai
Reformasi Birokrasi
(RB) SATPOLPP

Nilai reformasi Birokrasi

Tidak dilaksanakan lagi karena

Perubahan Peremenpan
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Lampiran 2. Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Tahun 2023

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah

ini:
Nama : YAMOWA'A HAREFA.AP

Jabatan :  Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama :  RIDWAN DJAMALUDDIN
Jabatan :  Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan
sanksi.

Pangkalpinang, Januari 2023

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
Pj. GUBERNUR KEPALA SATUAN POLISI PAMONG
KEPUJLAUAN BANGKA PRAJA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA

BELITUNG

RIDWAN DJAMALUDDIN %AWHAREFA, AP
NA UTAMA MADYA

NIP. 19750130 199402 1 003

L

Dipindai dengan CamScanner
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RENCANA AKSI TINDAK LANJUT REKOMENDAS! HASIL EVALUASI SAKIP

PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
Perangkat Daerah: SATPOL PP
Rencana Aksl Tindak | Jadwal Tentatir Pelaksanaan
No. Rekomendas| Target (volume| Keadaan saat Ini Buktl Pendub
Lanjut frown ® | ut | Agus| Sep | Okt | Nov [ Des
] (2 ] (4) (5) (6) m | @ | (& |10 [ (11 | (12)
Periu adenya peningkatan dan atematve | SUCAN dlaksanakan rapat sudah diperbaiki sehingga sudah
ya pan 9, A interal untuk peningkatan menggunakan_kd\msl yang dokumen n
1| perbaikan yang dapat Calam | o iken avaluasl teada 2 dokumen menyalakan hasi bukan prosss, |0 Tor PAENESTERT
setiap kegialan pemantauan yang dilakukan fenmbuamicin P mengubah formuli penghitungan yang s ipes
indikator pada IKU
mengevaluasi rencana aksi dalam sefiap rapat bulanan sudah
R d:hngan memperhatikan dibahas terhadap permasalahan
asil evaluasi rencana aksi seharusnya ferhadap capaian tujuan, yang dihadapi dalam mencapal
2 ; : = pa
menunjukkan perbaikan diseliap periode sasaran pada T-dckumen tujuan, sasaran pada notulen rapat
program kegiatan dan sub program kegiatan dan sub
kegiatan setiap periode kegiatan setiap periode
program p 1an e jutl hasi hasil evaluasi program dan
sepenuhnya ditndakianjuti untuk perbakan : % rencana aksi sudah diindakianjuti | form tindaklanjut hasil
3 pelaksanaan program di masa yang akan evnh::gg:g l 1 dokumen dalam rapat evaluasi kinerja evaluasl program
datang bulanan
Hasil evaluasi rencana aksi hendaknya me:;:;u:;;ﬂmd::r;;mkan sudah dilakukan pembahasan
4 ditindaklanjuti sepenuhnya dalam bentuk rencana aks) Unuk kanl 1 dokumen dengan bidang terkait beberapa notulen rapat
langkah-angkah nyata dimasa yang akan datang rencana aksi yang harus dilakukan
Keterangan : Rekomendas! + Diisi sesual dengan LHP SAKIP PD TH 2023
RATL oY MASL yang KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINS! KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Target  Diisd dengan volume pelaksanaan tndak lanjul
Keadaan Saat ini : Disi dengan keadaan saat ini sebagal data awal
Bkt : Disl dengan dokumen pendukung yang dihasikan stas pelaksanaan tndak
. lanjt

Y HAREFA, AP.
NIP. 19 199402 1 002

47




Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023

bt R i S

PERJANIIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemenntahan yang efektf, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama T YAMOWA'A HAREFA, AP

Jabatan 1 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Mama :  Dr. SAFRIZAL ZA, M.Si

Jabatan : Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Fihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesual lampiran perjanilan
ini, dalam rangka mencapal target kinerfa jangka menengah seperti yang telah ditetapkan
dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami,

Pihak kedua akan memberikan supervisi vang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
akuntabilitas kinerja terhadap capalan kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan
yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalpinang, November 2023

PIHAK PERTAMA,
PTHAK KEDUA, KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Pj. GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELTTUNG
KEPULAUAN BANGKA BELITU

48



Lampiran 4. Evaluasi LKj PD Tahun 2023

F y . B—

=

pEMERINTAH PROVINST KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
INSPEKTORAT DAERAH

P‘ERH.*-I"ITIJRRN naN PEAUMAHAN PEMERINTAH PROVINSI KEFULALIAN BANGKA BELITUNG
3

LD‘MFLE"-{ BT INTAN KEL AIRITAM TEL/FAX. [0T17) 834603, 439313 - PANGHALPINANG

KE

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INTANSI PEMERINTAH (AKIP)
TAHUN 2022 PADA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR 700/ 156/LHE/ITDA/2023

TANGGAL 27 JUNI 2023

I
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Lampiran 5. Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi SAKIP PD Tahun 2024

Parangkat Dasrah: SATPOL PP

RENCANA AKS| TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SAKIP

PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Tantatil P
. Rokomendasi P k
Mo Rencana Aksl Tindak Lanjul Targel (voluma) Keadaan saal inl Bukti mng e et
{1) {2) (3) (4) (5) {8) 7) @ | (10) | (1) | (12)

Perlu adanya peningkatan dan alternative
parbaikan yang dapal dilaksanakan dalam

sudah dilaksanakan rapal
Iinternal untuk peningkatan

sudah diparbaiki sehinpga sudah
manggunakan kalimal yang

langkah-langkah nyata

rencana aksi unuk perbaikan
dimasa yang akan datang

dengan bidang terkail beberapa
rencana aksi yang harus dilakukan

dokumen perencanaan
2 dokumean menyalakan hasll bukan proses,_
satlap kegiatan pamantavan yang dilakukan ”m“" waluaal Bdap mengubah formulal penghitungan yong dipe
umen perencanaan Fp bk
mengevaluasl rencana aksi dalam setiap rapat bulanan sudah
dangan mempearnatikan dibahas erhadap permasalahan
Hasii evaluasl rencana aksl seharusnya ternadap capaian lujuan, yang dihadapi dalam mencapai
a menunjukkan perbaikan disetiap periode sasaran pada ol twjuan, sasaran pada noAEapat
program,kegialan dan sub program, keglatan dan sub
kegiatan seliap periode kegiatan setiap periode
hasil evaluasi program pemantauan hasil evaluas! program dan
sepenuhnya ditndaklanjut] untuk perbalkan | menindakian|utl hasil evaluasi rencana aksi sudah ditindaklanjuti | form tindaklanjut hasil
3 1 dokumen
pelaksanaan program di masa yang akan program dan rencana aksi dalam rapat evaluasi kinarja evaluasi program
datang bulanan
langkah - kah
Hasil evaluasi rencana aksi hendaknya m-:;::u:‘l.r: ety ‘sudah dilakukan pembahasan
4 ditindaklanjull sepenuhnya dalam bentuk 1 dokumen

notulen rapat

Haterangan

Rakomendas!
RATL

Targai
Haadaan Saat ni

Biukdl Pendukung

: Dilsl sesual dengan LHP SAKIP PD TH 2023
: Diisl dengan rencana tndak lanjul uniuk pertaian atas reomencas! yang

diberikan

: Diiss dengan voiume pelaksanaan tndak lant
: Diisi dengan keadaan sasl il sebagal data awal
: Ditsi gengan dokumen pendukung yang ditasikan slas pelrksanaan indak

Eanjut

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
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Lampiran 6. SK IKU Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Telp. (0717) 424104 Pangkalpinang 33418

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR : 188.4/0¢l.¢ /SATPOL PP/2023

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023-2026

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk memaksimalkan pencapaian tujuan dan
sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung, serta untuk perbaikan
kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja maka
diterbitkanlah Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka
Belitung Nomor 19 tahun 2022 tentang Rencana
Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026,
akan berimplikasi terhadap perubahan Atas Indikator
Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Tentang Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong
Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023

- 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 2000
Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4033;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
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PERANGEKAT DAERAH

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISL PAMONG PRAJA
PROVING] KEPULAUAN BANGEA BELITUNG

NOMOR 1884/ {SATPOL PP/ 2023

TANGGAL.  JANUARI 2023

PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2023-2026
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

TUGAS MEMBANTU GUBERNUR MENYELENGOARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DIBIDANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH DAN TUGAS PEMBANTUAN YANG
DITUGASKAN KEPADA PROVINSI
FUNGSI 1. PENYELENGGARAAN FERUMUSAN KEBLIAKAN TEKNIS DIBIDANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT YANG MENJADI KEWENANGAN FROVINSI
2. PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN TEKNIS DIBIDANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT YANG MENJADI KEWENANGAN PROVINSI
3. PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
4. PENYELENGGARAAN PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPOAN DINAS
3. PENYELENGGARAAN FUNGSI LAIN SESUAI DENGAN TUGAS DAN FUNGSINYA
NO. SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SASBARAN ETRATEGIS INDIKATOR KINERJA PENJELASAN/RUMUS
1. | Menurunnya gangguang | Persentase penurunan | Menurunnya gangguang | Persentase penurunan | 8- (w1 ]/ (o-1)x 100% ., * 0= jumlah pelasggaran abus

ketrtiban LML dan
ketentraman masyerakat

pelanggaran ketertiban umum | ketrtiban  umum  dan | pelanggaran ketertiban wmuwm | $ekarns s Provine Kep. label

dan ketentraman masyarakat ketentramen masyarakat dan ketentraman masyarakat

Meningkatkan respon ocpat
penanggulangan  kejadian

Persentase penurunan dampak | Meningkatkan respon cepat | Persentase penurunan dampak | (Jumlah korban luka dan meninggai
dari kejadian pemadam | penangrulangan  kejadian | dard kcjadian pemadam | alipa kebakaran) + (Jumlah bangunan

kebakaran/ pertolongan nyclamatan dan ecvakuasi | kebakaran/pertolongan lamatan dan evakuasi
e i :h:luran dan non kebakaran & el Eﬁaﬂm dan non kebakaran yang rusak akibat kehabmra‘nj "II 2x100%
3. | Meningkatlkan nilai | Nilai reformasi birokrasi unit | Meninglcatlean nilai | tidalkk dilaksanakan lagi karena terjadi perubshan Peraturan Memteri
Reformasi  Birokrasi [RB) | SATPOLPP Reformasi  Birokrasi (RB] | Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun
SatpolPP SatpolPP 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Pendavagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun
2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 [Berita Negara
Republik Indonesia

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

ttcd

YAMOWA'A HAREFA
NIP. 19740130 199102 1 003
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Lampiran 6. CASCADING

WIS RF.JMD

INDIKATOR
RIFJMC

IMDIHATOR
TUJUAN

INDIKATOR
KINER.JA
SASARAN
REMSTRA

%

KETERKAITAN WI51, MISI, DAN SASARAN RPIMD
DENGAN SASARAN RENSTRA SATPOL PP

WISIl: BABEL SEJAHTERAH PROWVIMNE] MAJU
YAMNG UNGGUL D1 BIDANG INMOWASI]
AGROPOLITAN DAN BAHARI DENGAM TATA
KELOLA PEMERINTAHAMN DAN FELAY AMNAN
PUBLIK YANG EFISIEN DwvM CEPAT BERBASIS

TEKN':I:Z'LO{'ﬂ

MIS] & "MEWUJIUDKAN TATA KELOLA
FEMERINTAHAMN YANG BAIK AN
PEMBAMNGUNAN DEMOKRASI™

MEMNINGKATHAN DEMOKRASI
INDDMES]A

SHOR ASFEK KEBEBASAN SIFIL

MENINGKATHAN KETERTIBAM LIMUM,
KETENTRAMAMN DwN
FERLIMNDUNGAN MASY AFRAKAT

AMNGHA KRIMINALITAS

T IURICAR TR REREN KEHARARAN "7
YANG DIEVAKUASI DAN
ool SLasTH S b

MENURUMMY A GANGGUAN
HKETERTIBAMN UMUM DARN
HKETEMTRAMAN MASY ARARAT

FERSENTASE FEMURUMAMN
FELAMNGGARAN KETERTIBAMN UKL
DAMN HETENTRAMAMN MASY ARARAT

MEMNINGHKATHAM TATA KELOLA
FPEMERINTAHAMN

INDEKS REFORMAS] BIROHKRASI

MEWUJUDKAN REFORMASI
BIROKRAS] {RB} FERAMNGRAT
DWERAH

FREDIKAT FEMILAIAN FB UNIT
SATFOL FP

MEMNINGHATHAN RESPOMN CEPAT
(RESPONSE TIME)
PENANGGULANGAN KEJADIAN
HEBAHKARANPFERTOLOMNGAM

FERSENTASE RESFON TIME 15
MEMIT KEJADLAN
HEBAHKARANPFERTOLOMNGAM

MEMNINGHKATHAM TATA KELOLA
INTERMAL SATPOL PP

NILAI REFORMAS] BIROKRAS]
UMNIT SBATROL PP
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[SASARAN RPN S
et
| INDIKATOR SASARAN 9 |
|RPIMD |
ITUTUANFD """I
| 9 |
IR OIKATOR TUJUAN 1|
Lo i ]
ISA5ARAN RENSTRA "_;'1'
|
IINDIKATOR KINERJA 1

|
1
|
|SASARAN FROGRAN 9 |
IRENSTRA FD |

|

i

|INDIKATOR KINERJA
|FROGRAM

KEGIATAN RENSTRA

[==m=mmmmmm ey

| |
[SASARMKEGATN 3 |
[RENSTRA

|
|INDIKATCR KINERJA
| KEGIATAN

KETERKAITAN ANTARA SASARAN RPJMD (SEKRETARIAT)
DENGAN SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN RENSTRA SATPOL PP (TUJUAN 2)

MENINGHATHAN TATA KELOLA
PEMERINTAHAN

INDEKE REFORMAS| EIROKRASI

MEWUJUDKAN REFORMAS| BIROKRASI
PERANGHKAT DAERAH

FREDIKAT FENILAIAN RE UNIT SATROL
FFP

MEMINGHATHKAN TATA KELOLA INTERNAL
SATPOL PP

MILA| REFORMAS! BIROKRASI UNIT
SATPOL PP

PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

MENINGHATHAN NILAI SAKIP
PERANGKAT DAERAH

MEMINGHATKAN KEFUASAN PELAYANAN
INTERNAL

SURVEI KEPUASAN PELAYANAN
INTERNAL

PERENCAMAAN,
PENGANGGARAN, DAN EVALUASI
KINER.JA FERANGHKAT DAERAH
MENINGHATHAN KUANTITAS DAN
KUALITAS DOKUMEN
PERENCANAAN, EVALUAS| DAN
PELAPORAN
JUMLAH DOKUMEN
PERENCANAAN DAN EVALUASI
PELAPORAN

ADMINISTRAS| KEUANGAN
PERANGHAT DAERAH

[~ VENINGIATRAN KEFUABAN
FELAYANAN KELANGAN

MILAI SURVEI KEPUASAN
FELAYANAN KEUANGAN

ADMINISTRAS| KEFEGAWAIAN
PERANGHKAT DAERAH

[VENTNGKATIAN FRKEIAN DINAS
SATROL PP

JUMLAH PAKAIAN DINAS YANG
DIADAHKAN

ADMINSTRAS! UMUM PERANGHKAT
DAERAH

[~ VENINGIATAN KEFDABAN
PELAYANAN UNUM

NILAI SURVE| KEFUASAN
PELAYANAN UMUM

PENGADAAN BARENG MILIK
DAERAH PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
[ MENINGHATIAN BARANG MILIK
DAERAH YANG DIADAHKAN

JUMLAH BARANG MILIK DAERAH
YANG DIADAHKAN

PENYEDIAAN JASA PEMUNJANG
URUSAN FEMERINTAHAN
DAERAH
MENIGHATHAN JASA PENUNJANG
URUSAN FEMDA YANG
DISEDIAKAN

JUMLAH JASA PENUNJANG
URUSAN FEMDA YANG

DISEDIAHKAN

FENELIRARAAN EARBNG MILIK
DAERAH PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
[VENTNGHATHAN BARBNG MILIC
DAERAH YANG DIFELIHARA

JUMLAH BARANG MILIK DAERAH
YANG DIPELIHARA
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MENMECATIAN DEMOKRAZ] NDIREEIL

WAEYARAKAT

ANGA KRMMALITAS

MENMGATIAN KETERTIEAN UKL
HETEMTRAMAM DA FERLINDUNGAN

WERURLIEY A GANGELAN K
DA KETEMNTRAMAMN b

ENTASE

WS Y ARARAT

ETERTBAN LWL
EYARAKAT

ENTASE FENURLNAN FELANGBARAN |
KETERTIEAN UKL DM KETENTRAMAN

PERDAFERKADA

FERDA

FENIROFATAN HETENTRAMAN DAN

T T THENNFATUNPEIEREAN |

2. FEREENTASE FENEGAKAN FELANGGAR

PEMEGAKAN PERATURAN DRERAH PERDA)
FROVINEI DAN FERGLE

[ 1 NENNGATN FENE NN DN |
FENBOAKAN NON YUSTISUL TERHADAF
PELANGAAR FEADAFERKAD

2. MENNGEATIAN FENMDARAN YUETISIAL
TERHADAR FELANGGAR PERDWFERKADA

1" URACAH FENEFARH DA FENRIDARAN N

YUETIEAL TERHADAF PELANGGAR
PERDAFERKADA
FELANGGAR FERDAFERKADA
]

FENGRWASAN ATAE FEMANGAMAN ATAE
KEPATUHAN TERHADAF FELANGRARAN FERDA
FELAKSAMNAAN FERDA DANFERGLE

DMNFERGLE
T TMENNGATGN | TMENRKRATAN |
FENMDVEAN PELANGGAA] FENYELDKAN
FERDA SECARA HOM FELANGRARAN FERDA
YUETISIAL DANFERGLE
FENYIDEAN FELANGEAR
FERDA DAN FERGLE
AN KODRDMAE]
SEKRETARIATFRNE
DALAM FENMDAKAN

N I I
JUNLAH FENBDAKAN JUNLAH PENYELIDBAN
FELANGGARAN FERDA FELAMGGAR FERDA DAN
EECARA MM YUETISIAL FERGLE
srrepprrrr [ P g

FELANGEAR
FERDAFERGLE
i e
SEKRETARIATFRNE

[FERERLAAH FENTIDN. FEGAVA NEGER) SFL

L

" TUENNGATRANFENS VANG MAED |
MELAKLEAN FEMBERKASAN PENYIDAN

ORI FRNE VARG MU NELARAN |
PEMEERKASAH FENYIDAN

FENGEMEANGAN KAFASITAS
DWM KARER FPHS

MENMGHATHAN
FEMGEMBANGAH FPHS DALAM
FEMBERHASAN FENYIDBLAN

o
DALAM FEMBERKASAN
FENYIDEAN
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Lampiran 7 PETA PROSES BISNIS

GAMBAR PETA SUB PROSES SATPOL PP 01

SATPOL PP 01
MENINGKATKAN KETERTIBAN UMUM, KETENTRAMAN DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
SATPOL PP.01.01 SATPOL PP 01.02
MENURUNKAN MENINGKATKANKAN
GANGGUAN KETERTIBAN REPON CEPAT (RESPON
UMUM DAN TIME)
KKETENTRAMAN
MASYARAKAT PENANGGLILANGAN
KEJADIAN
KEBAKARAN/PERTOLON
GAN

PANGKALPINANG, 27 AGUSTUS 2021

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PPROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG

A HAREFA, AP,
UTAMA MADYA
NIP. 18750130 199402 1 003
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GAMBAR PETA 5UB PROSES SATPOL PP 02

SATPOL PP 02
MENINGKATKAN PERINGKAT PENILAIAN REFORMASI
BIROKRASI SATPOL PP

SATPOL PPOZ.01

MENINGKATKANKAN
NILAI REFORMASI
BIROKRASI SATPOL PP

PANGKALPINANG, 27 AGUSTUS 2021

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PPROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG

A HAREFA, AP,
A UTAMA MADYA
NIP. 19750130 199402 1 003
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PETA PROSES BISNIS SATPOL PP TABEL 1

Sub Pota Proses Jenls Froses
PETA PROSES (KDDE|
Kode Sub Pata Proses Utama/Pendubung
MENINGKATHAN KETERTIEAN
UBALIM, HETENTRAMAN DAN Mistnmnya gangguan keiziban
PERLINDUNGAN MASTARKAT [ T O- TP oLdl Lmndmnmmm ol
(SATPOL PP 01)
Meninglaan respan cepa! (respan
BATROL BP 01.02 fme) penanggulagan kejadian Lizma
hizbikeraniperinknzan
MENINGKATKAN PERINGKAT
PENILAIAN REFORMAS| BIROKRASI |SATPOL PP.AZO1 'ﬂ?""”m“m Ferwnjang
SATPOA PP [SATROL PP O32)

PANGKALPINANG, 27 AGUSTUS 2021

KASAT POL PP
PROVINS! KEP. BANGHKA BELITUNG

HAREFA, AP,
NA BITAMA MADYA
NIP. 19750130 199402 1 003
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PETA PROSES BISNIS SATPOL PP TABEL 2

SR Prta Prowel Peta Liatan Pangal
PV FRDGES (LO0E)
Eoda SUB Fats Prosas Kods o LB L
B A P A THAN
KETENTIEAN LIRAUSA, PRI L
METEMTRAMAN BAN  |EATPOL PP Maruranys g St EATPER i Al hekeban amuml kel e arran L Leerinan
i M WD L hSETTETN PRELCFIRY B e gkt || TR v pevlickgan ey kel
FAATRANAEST (RATROL ! T Y |l T
P m
Prarunjah B pivaiiran e Blalrg hetermr doe heteraban
BATPOULPRIILETIED | ronias dan porstess puernar || smuem st prvirchugan syt
Famiinge Pawdal Pogaowsl Bldarg ksterarean i kesdan
EATROL PR ALEFELEY Mgt Sl ok Berctmbiconticsteiemiasah
lamirg Lt e sl s
EATROL PP Panpsisrgg r=n pametan Balarig hirarraTan dar kesridan
el "Fm"'"""""""" EATPOL IR ILBLERN! | o becara tetiorm | v s paieungan sk
LERIRGELTRAR
FERMCEAT FTHILAIAN
SATPOL, dararphifin rdil rdfarirel Perwreaner, prgangara dar | Budang keisetoarron do hetwiSan
PO PR ALS] EATROL PP ELET CFU A
SATIOL PP {SATPOL FF PREZAY birplr St | em b e gl il | T T 30° petindurgen mampaatal
N
i e [r e e S it I:::;“h-h'r-mlﬂill
— : " e
BATPOL PP LY CFE T perasgiat daesh e parta by ik
-
AdreirETel FruT prargicd Hicdaryg bnriraan danh iler i
RATOL PP ELH CRL N =5 T sarla pefrdirean syl
Paagataan borag milk dieest | Bl beniare i bl
Pewsdlanm s perryrg By isieriarue dar kebritan
BATPOL P ol ST B "o PRI o e ki
Fi—— hiser I Dcdarg lplgrdarnor, dar birer it
EATFOL FPELM OFWar H’Imm._ LT Y e ey Tk

PANGIONLPINAMG, 2T AGUSTLS 2021

KASAT POL PP

PROVENS] KE. BANGEA DELITUNG

OTSE130 199803 1 903
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PETA PROSES BISNIS SATPOL PP TABEL 3

FETA LENTAS FUNGS)

|GATPOL PRI CFELO

Penangatan pasgoemn ketsrdisrer s etnthat orum | Bifng Reerrramas dan keterEin T g peadungan
Enbey daprah knfroparienimta calam ¥ [saiu) daral provimi FrazyE T

|SATPOL PEOLOT.CPNEE

TR maspraket

SATPOL PROLOVCFMAY

Parbingin Peryidh Pogaeal Migad Spd (FRIS) ety heferiramen (s LeiSian o B8 panndngen

masalkal
SATPOLPFOVAZCPDY | Perysierppiren pomeiass spwanbovcana ipbaigan | 1 MR dan AR Hman 2 pesidengen
|sarroL Fraze cra o mmﬂm mmhmrw-—m
|SATPOL PP 8201 CFH 02 Agmiiare] biwrgan preghal dasseh Hﬂma—mmmm
|saTPoL PR s2on MY hermirixtras] kepegawsian pecangin da mm“mm—i pasdirdingen
BATPOL P2 0201 CFM M Avrirerei m,..ﬂ,_. Balarg mmmw S8 parlekingan
SATPCL PP I2.0Y CFMIS mmmFMm mmnmi_“m
SATPOLPPEZOICFMOS | Perpedisasn juss pewrfasg snsse pnadriah dagrgh | S0 Fterimrmant Hmmmm
SATROL PP €201 CFM 07 PR L PR VAN | A AV

PANGEALFINANG, T AGLISTUS 2021

KASAT POL PP
PROVIMNGI KEPp BANGEA BELITUNG

19750130 199402 1 003
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Lampiran 8 STRUKTUR ORGANISASI

[STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJTA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

OVIANSY AR

NIP. 1982111720021 21005

NIP. 19791 1081999031603 NIP. 197809102002121002

NIP. 197302192008041001
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